MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBLUNGAN
NOMOR : KM. 15 TAHUN 2003

TENTANG

RENCANA INDUK (MASTER FLAN) FREKUENSI RADIO
PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKAS! KHUSUS UNTUK KEPERLUAN

Menimbang : a.

Mengingat - 1.

RADIO SIARAN FM (FREQUENCY MODULATION)

MENTERI PERHUBUNGAN,

bahwa untuk meningkatkan kualitas penerimaan pancaran siaran
radio, perlu dilakukan pengkanalan frekuensi radio siaran FM
‘frequency modulation):

bahwa untuk mengatur pengkanalan frekuensi radio siaran FM
yang sesuai dengan ketentuan Internasional dan proporsional
untuk setiap wilayah, perlu ditetapkan Rercana Induk
(Masfer Plan) frekuensi radio penyelenggaraan telekomunikasi
khusus untuk keperluan radio siaran FM dengan Keputusan
Wenteri Perhubungan;

Undang-undang Nomor 36 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi
(Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 154 Tambzhan Lermbaran
Negara Nomor 3881),

Undang-undang ™Nomor 32 Tahun 20(Z2 tentang Penyiaran
(Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 128 Tambahan L.embaran
Negara Nomor 4252),

Peraturan Pemerintah Nomor 52 lahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Telekemunikasi (Lembaran Negara
Tahun 2000 MNomor 107, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2880);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang
Penggunaan Spoktrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3881);



Menetapkan

Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Presiden Nomor 45 Tahun 2002;

Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit
Organisasi dan Tugas Eselon | Departemen sebagaimana telah
diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 24 Tahun 2001
tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Perhubungan Nomor KM. 91 Tahun 2002;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG RENCANA
INDUK (MASTER PLAN) FREKUENSI RADIO PENYELENGGARAAN
TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK KEPERLUAN RADIO SIARAN
FM (FREQUENCY MODULATION).

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1

Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan
atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda,
isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui kawat, optik,
radio, atau sistem elektromagnetik lainnya;

Pemancar radio adalah alat telekomunikasi yang menggunakan
dan memancarkan gelombang radio;

Stasiun radio adalah satu atau beberapa perangkat pemancar
atau penerima atau gabungan dari perangkat pemancar dan
penerima termasuk alat perlengkapan yang diperlukan di satu
lokasi untuk menyelenggarakan komunikasi radio;

Spektrum frekuensi radio adalah kumpulan pita frekuensi radio;

Pita frekuensi radio adalah bagian dari spektrum frekuensi radio
yang mempunyai lebar tertentu;

Kanal frekuensi radio adalah satuan terkecil dari spektrum
frekuensi radio yang ditetapkan untuk suatu stasiun radio;

2



7. Alokasi frekuensi radio adalah pencantuman pita frekuensi
tertentu dalam tabel alokasi frekuensi untuk penggunaan oleh
satu atau lebih dinas komunikasi radio terestrial atau dinas
komunikasi radio ruang angkasa atau dinas astronomi
berdasarkan persyaratan tertentu. Istilah alokasi ini juga berlaku
untuk pembagian lebih lanjut pita frekuensi tersebut di atas untuk
setiap jenis dinasnya;

B. Penetapan (assignment) pita frekuensi radio atau kanal frekuensi
adalah otorisasi yang diberikan oleh suatu administrasi, dalam hal
ini Menteri kepada suatu stasiun radio untuk menggunakan
frekuensi radio atau kanal frekuensi radio berdasarkan
persyaratan tertentu;

9. Effective Radiated Power (ERP) adalah hasil kali dari daya yang
diberikan ke antena dengan penguatan (gain) relatif terhadap
antena dipole setengah gelombang;

10. Effective Hight Above Average Terrain (EHAAT) adalah
ketinggian efektif suatu antena pemancar yang dihitung dari
rata-rata permukaan tanah yang berada diantara 3 s/d 15 Km dari
lokasi pemancar;

11 Wilayah layanan (service area) adalah wilayah penerimaan
stasiun radio yang diproteksi dari gangguanfinterferensi sinyal
frekuensi radio lainnya;

12. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan
tanggungjawabnya di bidang telekomunikasi;

13. Direktur Jenderal adalah Direkiur Jenderal FPos dan
Telekomunikasi;

14. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pos dan
Telekomunikasi.
BAB I
KETENTUAN TEKNIS
Pasal 2

Setiap penyelenggaraan radio siaran FM wajib memenuhi ketentuan
teknis sebagai berikut :

a. Rentang pita frekuensi radio yang digunakan adalah 87,5 — 108
mHz;

b. Pengkanalan frekuensi radio yang digunakan adalah kelipatan
100 kHz;

-
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